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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
1. Konsonan 
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain 
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab 





Huruf Latin Nama 
 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا
 Ba B be ب
 Ta T te ت
 (a  ̇ es (dengan titik di ataṡ  ث
 Jim J je ج
 (ḥa ḥ ha(dengan titik di bawah ح
 Kha Kh kadan ha خ
 Dal D de د
 (al  ̇ zet (dengan titik di ataṡ  ذ
 Ra R er ر
 Zai Z zet ز
 Sin S es س
 Syin Sy es ش
 ṣad ṣ esdan ye ص
 (ḍad ḍ de (dengan titik di bawah ض
 (ṭa ṭ te (dengan titik di bawah ط
 (ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah ظ
 ain .‘. Koma terbalik di atas‘ ع
 Gain G ge غ
 Fa F ef ف
 Qaf Q ki ق
 Kaf K ka ك
 Lam L el ل
 Mim M em م
 nun N en ن
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 wau W we و
 ha H ha ه
 hamzah ..’.. apostrof ء
 ya Y ye ي
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya 
berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fatḥah A a 
 Kasrah I i 
 ḍommah U U وْ 
 
b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya 
berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa 
gabungan huruf sebagai berikut: 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan Nama 
.....  fatḥah dan ya Ai a dan i ي 
 fatḥah dan wau Au a dan u ......ْوْ 
 
c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 






ى..َ...... ا..َ..  fatḥah dan alif atau ya  ̅ a dan garis atas 
   Kasrah dan ya ...ٍ..ى
i dan garis di 
bawah 




3. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua. 
a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat 
fatḥah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat 
sukun, transliterasinya adalah /h/. 
Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
4. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 
5. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 
yaitu: 
 Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara . ال
kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang 
diikuti oleh huruf qamariah. 
a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang 
diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, 
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yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang 
langsung diikuti kata sandang itu. 
b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang 
diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang 
digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. 
6. Hamzah 
Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, 
karena dalam tulisan Arab berupa alif. 
7. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang 
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang 
dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa 
dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. 
8. Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab 
huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan 
juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, 
diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri 
dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka 
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yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tesebut, bukan 
huruf awal kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf 
kapital tidak dipergunakan. 
9. Tajwid 
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 
transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena 
itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 
 
Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-Latin. 
Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan 
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Penegakan Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya untuk melindungi dan 
menjamin hak setiap orang untuk menghirup udara bersih tanpa adanya asap rokok. 
Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan 
Tanpa Rokok yang mengatur tentang kawasan atau ruangan dinyatakan dilarang 
untuk kegiatan merokok. Tempat sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, 
tempat kegiatan anak-anak, tempat ibadah, angkutan umum, dan tempat kerja, tempat 
umum, tempat sarana olah raga, dan tempat lainnya yang ditetapkan sebagai Kawasan 
Tanpa Rokok. Namun penegakan kawasan tanpa rokok di Kota Padangsidimpuan 
masih belum berjalan dengan efektif karena masih banyak pelanggaran yang terjadi. 
 Permasalahan dalam penelitian adalah Bagaimana penegakan Peraturan Daerah 
Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di 
Kota Padangsidimpuan? Apa saja problematika penegakan Peraturan Daerah Kota 
Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota 
Padangsidimpuan? Apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi problematika 
Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan 
Tanpa Rokok Di Kota Padangsidimpuan? Metode pengumpulan data melalui 
wawancara, dan studi dokumentasi. Tahap dalam pengolahan data yang digunakan 
yaitu seleksi data, pemeriksaan data, klasifikasi data dan penyusunan data. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan Kawasan tanpa Rokok 
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang 
Kawasan Tanpa Rokok khususnya dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan 
Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidimpuan sudah melaksanakan kewajibannya, 
dengan cara memasang tanda atau petunjuk berupa tulisan, spanduk, dan stiker-stiker 
tentang kawasan tanpa rokok disetiap tempat yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa 
rokok. Problematika yang dialami dalam penegakan peraturan daerah Kota 
Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok ialah 
kurangnya kesadaran perokok terhadap peraturan daerah tentang kawasan tanpa 
rokok tersebut, Rasa segan untuk menegur perokok khususnya kepada pimpinan, dan 
masih banyaknya ruangan terbuka terutama di instansi-instansi pemerintahan Kota 
Padangsidimpuan yang memungkinkan perokok untuk bisa merokok. Upaya yang 
dilakukan dalam mengatasi problematika tersebut ialah menegur dan menumbuhkan 
motivasi dalam diri perokok untuk berhenti atau tidak mencoba merokok khususnya 
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A. Latar Belakang Masalah 
Salah satu investasi manusia adalah kesehatan yang berguna untuk 
mendukung pembangunan dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia. Pembangunan nasional merupakan usaha meningkatkan kualitas 
manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkesinambungan. 
Upaya besar bangsa Indonesia dalam meluruskan kembali arah pembangunan 
nasional yang telah dilakukan menuntut reformasi total kebijakan 
pembangunan di segala bidang. Pembangunan pada hakekatnya adalah 
perubahan yang secara terus-menerus yang merupakan kemajuan dan 
perbaikan menuju ke arah tujuan yang ingin dicapai. 
Pembangunan kesehatan memiliki tujuan yang sangat penting dalam 
meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap 
orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui 
terciptanya masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia yang ditandai oleh 
penduduknya hidup dalam lingkungan dengan perilaku hidup sehat. 
Sebagaimana yang kita pahami, rokok merupakan salah satu yang 
membuat lingkungan sekitar kita menjadi tidak sehat, karena asap yang 
dihasilkannya mengandung banyak zat berbahaya yang dapat mengakibatkan 
tercemarnya lingkungan serta mengganggu kesehatan penikmatnya maupun 
orang disekitarnya. Sebagian besar orang bisa meninggal dikarenakan 
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mengonsumsi rokok yang berlebih. Awalnya memang tidak terasa sakit, tetapi 
semakin lama seseorang yang mengonsumsi rokok, maka akan banyak timbul 
berbagai penyakit dalam tubuhnya. 
Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 
120 mm (bervariasi tergantung negara) dengan diameter sekitar 10 mm yang 
berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu 
ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut 
pada ujung yang lainnya.
1
 
Rokok merupakan salah satu produk tembakau yang dimaksudkan 
untuk dibakar dan dihisap asapnya termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu 
atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana rustica, nicotiana 
tabacum dan spesies lainnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar 
dengan atau bahan tambahan.
2
 
Lebih dari 4000 bahan kimia telah diidentifikasi dalam asap tembakau, 
banyak diantaranya beracun, beberapa bersifat radioaktif dan lebih dari 40 
diketahui dapat menyebabkan kanker. Bahan-bahan kimia ini terutama 
terdapat di dalam tar yaitu cairan coklat lengket yang terkondensasi dari asap 
tembakau. Tembakau banyak menghasilkan bahan kimia yang suhunya tinggi 
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https://id.wikipedia.org/wiki/Rokok (Diakses pada, 22 Januari 2018, pukul 10:42)  
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Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan 









Asap rokok berdampak buruk bagi manusia dan sudah menjadi isu 
penting dalam beberapa tahun terakhir. Banyak penelitian mempublikasikan 
bahaya asap rokok bagi si perokok maupun bagi orang yang berada 
disekitarnya. Kebiasaan merokok merupakan perilaku yang sulit untuk diubah 
karena efek kecanduan yang ditimbulkan dari nikotin, namun disadari untuk 
dapat mengurangi dampak negatifnya terutama terhadap lingkungan, demi 
kesehatan masyarakat, harus ada kebijakan efektif yang diambil, salah satunya 
dengan penerapan kawasan tanpa rokok. Sanksi yang dijatuhkan terhadap 
pelanggaran kawasan tanpa rokok yaitu sanksi administratif seperti teguran 
dan denda administrasi. 
Di Indonesia sendiri, beberapa daerah telah menetapkan Kawasan 
Tanpa Rokok, seperti Jakarta, Bogor, Palembang, Yogyakarta, dan 
Padangsidimpuan. Perguruan tinggi yang telah menetapkan kawasan tanpa 
rokok adalah Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas 
Airlangga, Univesitas Serambi Mekkah, serta Universitas Muhammadiyah 
Tapanuli Selatan. Dalam lingkungan perguruan tinggi, fenomena yang tampak 
dari mahasiswa adalah kecenderungan untuk berperilaku merokok di daerah 
umum pada area kampus. Mahasiswa tersebut cenderung berkumpul dengan 
teman-temannya saat merokok pada saat jam kosong kuliah dan setelah 
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M Yunus, Kitab Rokok, (Yogyakarta: Kutub,  2009), hlm. 56.  
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makan. Adanya fenomena perilaku kolektif dari perilaku merokoknya. 
Apabila dalam kelompok tersebut satu mahasiswa merokok maka mahasiswa 
yang lain akan merokok pula begitu juga dengan para pegawai dan dosen 
yang merokok di wilayah kampus. Padahal dengan kondisi tersebut sangat 
mengganggu orang lain yang bukan perokok. 
Salah satu masalah publik yang mengemuka di masyarakat adalah 
rokok. Bagi perokok aktif tentu paparan asap rokok sama sekali tidak menjadi 
masalah dalam kehidupannya. Asap rokok sangat merugikan kesehatan 
perokok pasif seperti menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker paru-
paru, penyakit jantung, asma, dan juga akan mengganggu masyarakat lainnya 
yang ingin menjalani kehidupan dengan pola hidup sehat. Seharusnya 
kebebasan kita akan sesuatu hal dibatasi dengan kebebasan orang lain. Untuk 
mengatasi permasalahan bahaya rokok bagi masyarakat tidak hanya menjadi 
tugas dinas kesehatan saja tetapi juga memerlukan campur tangan dari 
lembaga pendidikan, penegak hukum, LSM dan kelompok kepentingan 
lainnya. Semua itu masih belum cukup dan masih butuh ahli kebijakan publik. 
Dengan adanya Peraturan Kawasan Tanpa Rokok, maka perokok harus 
menghargai para non perokok untuk merasa terbebas dari asap rokok yang 
mengepul kemana-mana. Sebagai warga Negara yang baik kita patut untuk 







Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa 
Rokok Kota Padangsidimpuan merupakan amanah Undang-Undang Nomor 
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sesuai yang tercantum pada BAB II 
Tentang Kawasan Pasal 2 Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok 
Kota Padangsidimpuan, Kawasan Tanpa Rokok, antara lain:
4
 
a. fasilitas pelayanan kesehatan 
b. tempat proses belajar mengajar 
c. tempat anak bermain 
d. tempat ibadah 
e. angkutan umum 
f. tempat kerja, dan 
g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. 
Fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, toko 
obat atau apotek, laboraturium dan fasilitas kesehatan lainnya, tempat proses 
belajar mengajar seperti sekolah, perguruan tinggi, dan tempat pendidikan 
lainnya, tempat ibadah seperti masjid, gereja, pura dan tempat ibadah lainnya, 
beberapa tempat kerja seperti perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta 
serta tempat umum seperti pusat perbelanjaan, tempat kegiatan anak-anak, 
angkutan umum, tempat umum seperti taman kota, tempat sarana olahraga 
dan tempat lainnya yang ditetapkan. Disusunnya kebijakan tersebut 
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menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Daerah dalam melindungi 
masyarakatnya dari bahaya rokok. 
Masalah rokok merupakan sebuah dilema bagi Pemerintah. 
Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat 
dengan membuat aturan yang ketat tentang rokok namun dilain pihak ada 
kelompok masyarakat yang terancam keberlangsungan hidupnya apabila 
aturan tersebut dijalankan, karena ada ratusan ribu orang yang 
menggantungkan hidupnya pada industri rokok. Indusri rokok menyerap 
begitu banyak tenaga kerja yang mayoritas adalah para wanita yang tidak lain 
yaitu untuk membantu perekonomian keluarga. 
Melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat adalah tanggung 
jawab Pemerintah, namun jika harus memperhatikan kesejahteraan para buruh 
pabrik rokok. Oleh karena itu sebagai jalan keluar maka pada tahun 2012 
Pemerintah Kota Padangsidimpuan telah mengeluarkan Peraturan Daerah 
Nomor 7 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan Daerah ini 
tidak bermaksud melarang orang untuk merokok, hanya saja mengatur supaya 
orang tidak merokok di sembarangan tempat. Apabila berada ditempat umum 
atau tempat kerja yang termasuk kawasan tanpa rokok, maka seseorang dapat 
merokok asalkan di tempat khusus merokok yang telah disediakan. 
Penyediaan tempat khusus merokok wajib dilakukan oleh pimpinan atau 





Dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 
7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok merupakan landasan hukum 
untuk setiap orang atau badan guna mendapatkan hak yang sama untuk 
kawasan tanpa rokok yang sehat, dan setiap orang atau badan melaksanakan 
kewajiban untuk memelihara, dan menjalankan peraturan yang telah dibuat 
guna menjaga kelestarian lingkungan hidup. 
Dalam rangka melaksanakan amanat dalam peningkatan upaya 
penanggulangan bahaya akibat merokok dan juga implementasi 
pelaksanannya di lapangan lebih efektif, efisien, dan terpadu, diperlukan 
penegakan, pembinaan dan pengawasan oleh instansi yang membidangi 
Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Perhubungan dan Lingkungan Hidup bersama-
sama dengan masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan 
Nomor 7 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok. 
Akan tetapi kenyataan dilapangan, pelaksanaan Kawasan Tanpa 
Rokok di Kota Padangsidimpuan belum terlaksana secara optimal dilapangan 
dikarenakan masih adanya masyarakat yang merokok di Kawasan Tanpa 
Rokok. Hal tersebut berdasarkan yang diamati peneliti beberapa bulan yang 
lalu dimana pada saat di angkutan umum disekitaran Kota Padangsidimpuan 
yang dimana anak-anak sekolah merokok dengan bebasnya, padahal di 
angkutan tersebut banyak orang yang bukan perokok, mereka merokok tanpa 
memperdulikan kesehatan dari dampak buruk merokok bagi penumpang yang 
ada di dalam angkutan umum tersebut. 
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Berdasarkan uraian masalah di atas peneliti merasa tertarik untuk 
melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul, yaitu: “Problematika 
Penegakan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 
2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Padangsidimpuan”. 
B. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah:  
1. Bagaimana penegakan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 7 
Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Padangsidimpuan? 
2. Apa saja problematika penegakan Peraturan Daerah Kota 
Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok 
Di Kota Padangsidimpuan? 
3. Apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi problematika Peraturan 
Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan 
Tanpa Rokok Di Kota Padangsidimpuan? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan Peraturan Daerah Kota 
Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok 





2. Untuk mengetahui apa saja problematika penegakan Peraturan Daerah 
Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa 
Rokok Di Kota Padangsidimpuan. 
3. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi 
problematika Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 
2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Padangsidimpuan. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Bagi Peneliti 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 
pengalaman, pengetahuan dan wawasan dalam menerapkan teori-teori 
yang diperoleh peneliti selama kuliah dan sebagai persyaratan untuk 
menyelesaikan pendidikan jenjang Sarjana (S1) pada Jurusan Hukum Tata 
Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri 
(IAIN) Padangsidimpuan. 
2. Bagi Penegak Peraturan Kawasan Tanpa Rokok 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan 
pertimbangan dan masukan bagi Penegak Peraturan khususnya di Kota 
Padangsidimpuan terkait problematika penegakan peraturan kawasan 
tanpa rokok sehingga dapat membina dan mengawasi peraturan 
selanjutnya. 
3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
10 
 
Sebagai referensi ilmiah dan bahan pertimbangan bagi mahasiswa 
lain yang ingin melakukan penelitian tentang problematika penegakan 
peraturan kawasan tanpa rokok. Penelitian ini juga diharapkan dapat 
dijadikan sebagai bahan masukan bagi semua pihak yang membutuhkan. 
E. Sistematika Pembahasan 
Untuk kemudahan pemahaman dalam penelitian ini, maka disusun 
sistematika pembahasan sebagai berikut: 
Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan. 
Bab II Landasan Teori, yang terdiri dari kerangka teori yaitu teori 
mengenai problematika penegakan, peraturan daerah, kawasan tanpa rokok, 
rokok, dan penelitian terdahulu. 
Bab III Metodologi Penelitian, yang terdiri dari lokasi dan waktu 
penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik 
pengolahan dan analisis data. 
Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang terdiri dari deskripsi 
hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. 
Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran 







A. Kerangka Teori 
1. Problematika Penegakan 
a. Pengertian Problematika Penegakan 
Problematika berasal dari kata problem yang berarti masalah 
atau persoalan.
5
 Di dalam kamus filsafat dan psikologi karangan 
Sudarsono dijelaskan bahwa problem adalah masalah atau pernyataan 
yang memerlukan pemecahan masalah.
6
 Sedangkan masalah adalah 
suatu keadaan yang mengakibatkan seseorang atau kelompok menjadi 
rugi, atau sulit dalam melakukan sesuatu.
7
 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Problem adalah 
masalah, persoalan.
8
 Problem secara etimologis dapat disamakan 
dengan kata “Masalah”. Pengertian masalah didefinisikan sebagai 
suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang 
diharapkan. Bisa jadi kata yang digunakan untuk menggambarkan 
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suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau 
lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan.
9
 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Penegakan adalah 
proses, cara, dan perbuatan menegakkan. Penegakan merupakan 
proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya sesuatu 
secara nyata. 
Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 
problematika penegakan berarti permasalahan-permasalahan dalam 
perbuatan menegakkan sesuatu secara nyata. 
Dalam penegakan peraturan daerah pasti ada problem yang 
perlu diatasi dan dicari solusi penyelesaiannya. Penegakan Peraturan 
Daerah adalah upaya aparat/ masyarakat melaksanakan Peraturan 
Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pencegahan 
pelanggaran Peraturan Daerah serta tindakan penertiban terhadap 
penyimpangan dan pelanggarannya. Maka taatlah terhadap setiap 
peraturan yang dibuat seorang pemimpin yang mendatangkan 
kemaslahatan. Sebagaimana dijelaskan dalam Alquran, Surah An-
Nisaa (4) Ayat 59 yang berbunyi: 
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                          
                       
                 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 
Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika 
kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka 
kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah 
dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) 
dan lebih baik akibatnya.
10
 (QS. An-Nisaa: 59) 
 
2. Peraturan Daerah 
a. Pengertian Peraturan Daerah 
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang 
dimaksud dengan Peraturan Daerah (Peraturan daerah) adalah 
“peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala 
Daerah”. 
Peraturan daerah berdasarkan ketentuan Undang- Undang 
tentang Pemerintah Daerah adalah “peraturan perundang undangan 
yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan 
Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota”. Dalam 
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ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (diperbarui menjadi 
UU No.12 Tahun 2008) tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), 
Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi 
daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta 
merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan 




Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang Undang Nomor 10 Tahun 
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi 
muatan Peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka 
penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan 
menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut 
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 
Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati/Walikota. 
Apabila dalam satu kali masa sidang Gubernur atau Bupati/Walikota 
dan DPRD menyampaikan rancangan Peraturan daerah dengan materi 
yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan. Peraturan daerah 
yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Peraturan daerah 
yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dipergunakan 
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sebagai bahan persandingan. Program penyusunan Peraturan daerah 
dilakukan dalam satu Program Legislasi Daerah.
12
 
b. Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah 
Peraturan daerah merupakan salah satu ciri daerah yang 
mempunyai hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri 
(otonom). Urusan rumah tangga daerah berasal dari dua sumber, yakni 
otonomi dan tugas pembentukan (medebewind). Karena itu peraturan 
daerah akan terdiri dari peraturan di bidang otonomi dan peraturan 
daerah di tugas pembantuan. Sehingga dapat dikatakan bahwa 
peraturan daerah di bidang otonomi adalah peraturan daerah yang 
bersumber dari atribusi, sementara peraturan daerah di bidang tugas 
pembantuan adalah peraturan daerah yang bersumber dari kewenangan 
delegasi. 
Pengaturan tentang mekanisme perancangan peraturan daerah 
yang diatur di dalam UU. No. 10 Tahun 2004 masih sangat umum 
sehingga UU ini memerintahkan peraturan lebih lanjut melalui 
Peraturan presiden, namun hingga saat ini Perpres tentang 
pembentukan perda belum diterbitkan. Untuk mengisi kekosongan 
peraturan, maka peraturan lebih rinci tentang perancangan perda masih 
mengacu pada Kepmendagri dan Otoda Nomor 23 Tahun 2001. 
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Berdasarkan ketentuan di dalam Keputusan Menteri Dalam 
Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur 
Penyusunan Hukum Daerah, maka di daerah dikenal 3 macam produk 
hukum daerah, yakni peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan 
intruksi gubernur/bupati/walikota. 
 Pembentukan peraturan daerah merupakan kewenangan kepala 
daerah bersama-sama dengan DPRD. Inisiatif pembentukan peratutan 
daerah bisa berasal dari kepala daerah maupun inisiatif dari DPRD.
13
 
Pembentukan peraturan daerah dilakukan secara bersama-sama 
oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan DPRD Tingkat I dan II. 
Mekanisme pembuatannya adalah sebagai berikut: 
1) Pertama, Pemerintah daerah tingkat I atau II mengajukan 
Rancangan Perda kepada DPRD melalui Sekretaris DPRD I atau 
II. 
2) Kedua, Sekretaris DPRD mengirim Rancangan Perda kepada 
pimpinan DPRD tingkat I atau II. 
3) Ketiga, Pimpinan DPRD tingkat I atau II mengirimkan Rancangan 
Perda tersebut kepada komisi terkait. 
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4) Keempat, Pimpinan komisi membentuk panitia khusus (pansus) 
untuk membahas Rancangan Perda usulan pemerintah atau inisiatif 
DPRD I atau II. 
5) Kelima, Panitia khusus mengadakan dengar pendapat (hearing) 
dengan elemen-elemen yang meliputi unsur pemerintah, 
profesional, pengusaha, partai politik, LSM, ormas, OKP, tokoh 
masyarakat, dan unsur lain yang terkait di daerah. 
6) Keenam, DPRD tingkat I atau II mengadakan sidang paripurna 
untuk mendengarkan pandangan umum dari fraksi-fraksi yang 
selanjutnya menetapkan Rancangan Perda menjadi Perda.
14
 
3. Kawasan Tanpa Rokok 
a. Sejarah Kawasan Tanpa Rokok di Indonesia dan Dasar Hukumnya 
Rokok dikenal sejak abad ke-19 oleh penduduk Kudus, dan 
bisnis rokok dimulai pada tahun 1906, sejak saat itulah bangsa 
Indonesia mulai mengenal rokok dan mengonsumsi rokok. Dari 
kebiasaan merokok tersebut mengakibatkan terjadinya pravalensi 
perokok di Indonesia yang setiap tahunnya terus meningkat. Hal ini 
sangat membahayakan perkembangan kesehatan penduduk Indonesia. 
Pada tahun 1999 melalui Peraturan Pemerintah Republik Inonesia No. 
19 tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, Indonesia 
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Srijanti & A. Rahman, Etika Berwarga Negara (ed.2). (Jakarta: Salemba Empat, 
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telah memiliki peraturan untuk melarang orang merokok di tempat-
tempat yang ditetapkan. Peraturan Pemerintah tersebut memasukkan 
peraturan Kawasan Tanpa Rokok pada pasal 22-25. Dalam Pasal 25 
memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk 
mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok
15
 11 dan dalam Undang-Undang 
No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga mencantumkan peraturan 
Kawasan Tanpa Rokok pada bagian tujuh belas mengenai 
Pengamanan Zat adiktif Pasal 115 ayat (91) dan (2). Untuk 
menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 
tahun 2003 Pasal 25 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, 
beberapa pemerintah daerah akhirnya mengeluarkan kebijakan 
Kawasan Tanpa rokok diantaranya: 
1) DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur No. 75 Tahun 2005 
tentang Kawasan Dilarang Merokok namun Jakarta belum 
menerapkan 100% Kawasan Tanpa Rokok karena dalam perauran 
tersebut masih menyediakan ruangan untuk merokok. 
2) Surabaya, Peraturan Kawasan Tanpa Rokok terdapat dalam 
Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 5 Tahun 2008 tentang 
Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok. 
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3) Palembang, kebijakan Kawasan Tanpa Rokok terdapat dalam 
Peraturan Daerah Kota Palembang No.7 Tahun 2009 tentang 
Kawasan Tanpa Rokok. Kota Palembang merupakan kota pertama 
di Indonesia yang memiliki Peraturan daerah Kawasan Tanpa 
Rokok secara ekslusif dan sesuai standar internasional serta 
menerapkan 100% Kawasan Tanpa Rokok yaitu tanpa 
menyediakan ruangan untuk merokok. 
4) Bogor, belum menerbitkan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa 
Rokok secara eksklusif. Pengaturan tertib Kawasan Tanpa Rokok 
tertuang dalam Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2006 tentang 
ketertiban umum pasal 14-16. 
5) Cirebon, Peraturan Kawasan Tanpa Rokok terdapat dalam 
Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 5 Tahun 2008 tentang 
Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. 
6) Padangsidimpuan, terdapat dalam Peraturan Daerah Kota 
Padangsidimpuan No. 7 tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa 
Rokok. 
Pada dasarnya setiap bentuk campur tangan pemerintah harus 
didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai 
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Pada tahun 2017, Di Indonesia ada 518 Kabupaten/Kota, tapi 
yang sudah punya regulasi tentang KTR baru 100 daerah. Padahal 
jumlah perokok di Indonesia mencapai 36 persen, dengan mayoritas 
perokok usia 15-19 tahun. Jumlah ini menunjukkan bahwa pemerintah 
daerah di Indonesia semakin menyadari bahwa pentingnya memiliki 
lingkungan yang bersih , sehat dan bebas dari asap rokok guna 
melindungi perokok pasif dan menurunkan pravalensi mengeluarkan 
Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok.
17
 Penetapan Kawasan tanpa 
rokok di Indonesia khususnya di kota Padangsidimpuan memiliki 
beberapa landasan hukum, diantaranya: 
1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang 
kesehatan 
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2003 
tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. 
b. Pengertian Kawasan Tanpa Rokok 
Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang 
dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegitan 
                                                             
16
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 
2002), hlm. 187.  
17
http://regional.kompas.com/read/2017/11/17/07011071/baru-100-daerah-di-
indonesia-yang-punya-aturan-kawasan-tanpa-rokok, diakses pada tanggal 28 Januari 2018, 
pukul 11.41 WIB.  
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Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang 
dinyatakan dilarang untuk merokok.
19
 
Peraturan Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan ini 
merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap resiko 
ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. 
Kawasan Tanpa Rokok harus menjadi norma, terdapat empat alasan 
kuat untuk mengembangkan kawasan tanpa rokok, yaitu untuk 
melindungi anak-anak dan bukan perokok dari resiko terhadap 
kesehatan, mencegah rasa tidak nyaman, bau dan kotoran dari ruang 
rokok, untuk mengembangkan opini bahwa tidak merokok adalah 
perilaku yang lebih normal, dan kawasan tanpa rokok secara bermakna 
konsumsi rokok dengan menciptakan lingkungan yang mendorong 
perokok untuk berhenti atau yang terus merokok untuk mengurangi 
konsumsi rokoknya. 
Salah satu solusi menghirup udara bersih tanpa paparan asap 
rokok atau biasa disebut penetapan Kawasan Tanpa Rokok adalah 
dengan pengendalian terhadap para perokok yang menghasilkan asap 
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Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang Pedoman Pengembangan 
Kawasan Tanpa Rokok, hlm. 15.   
19
Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Kawasan 
Tanpa Rokok Pasal 1 angka 17.  
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rokok yang sangat berbahaya bagi kesehatan perokok aktif maupun 
perokok pasif. 
Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
mengamanatkan dalam upaya menciptakan lingkungan yang sehat, 
maka setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam 
memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial 
dan setiap orang berkewajiban untuk berperilaku hidup sehat dalam 
mewujudkan, mempertahankan, serta memajukan kesehatan yang 
setinggi-tingginya.
20
 Lingkungan yang sehat dapat terwujud antara lain 
dengan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok. Dalam Peraturan 
Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia No. 188/Menkes/PB/I/2011 No. 7 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, bahwa yang dimaksud 
dengan Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang 
dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan 




Upaya perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok, 
memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi 
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Pasal 10 dan 11 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang  Kesehatan  
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Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri 
No 188/Menkes/PB/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan 
Tanpa Rokok.  
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masyarakat serta melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari 
dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung. 
Terdapat empat alasan dalam mengembangkan Kawasan Tanpa Rokok 
yaitu untuk melindungi anak-anak dan bukan perokok dari resiko 
terhadap kesehatan, mencegah rasa tidak nyaman, bau dan kotoran dari 
ruang rokok, untuk mengembangkan opini bahwa tidak merokok 
adalah perilaku yang lebih sehat, dan Kawasan Tanpa Rokok dapat 
mengurangi konsumsi rokok dengan menciptakan lingkungan yang 
mendorong perokok untuk berhenti atau yang terus merokok untuk 
mengurangi konsumsi rokoknya. 
Dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Pasal 115 tentang 
Kesehatan dan dalam Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 
7 Tahun 2012 BAB II tentang Kawasan Pasal 2, menetapkan beberapa 
kawasan yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, antara lain: 
1) fasilitas pelayanan kesehatan 
2) tempat proses belajar mengajar 
3) tempat anak bermain 
4) tempat ibadah 
5) angkutan umum 
6) tempat kerja, dan 
7) tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. 
c. Prinsip Dasar Kawasan Tanpa Rokok 
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Prinsip-prinsip dasar pengembangan Kawasan Tanpa Rokok 
adalah sebagai berikut: 
1) Paparan asap rokok tidak memiliki batas aman. Racun yang 
terkandung dalam asap rokok yang kemudian masuk ke dalam 
tubuh secara kumulatif akan tersimpan dan menimbulkan berbagai 
gangguan kesehatan, sehingga semua tempat kerja yang tertutup 
termasuk kendaraan umum dan tempat-tempat umum tertutup 
harus bebas dari asap rokok. Dan intinya semua orang harus bebas 
dari asap rokok orang lain untuk melindungi kesehatannya. 
2) Apabila seluruh ruangan tertutup di dalam gedung maka 100 
ruangan harus bebas dari asap rokok, dan kawasan tanpa rokok 
merupakan upaya yang efektif. Dan apabila dalam ruangan tertutup 
tidak memiliki sistem ventilasi atau saringan udara yang mampu 
menghilangkan racun asap rokok, maka ruangan merokok di dalam 
gedung tidak dibenarkan. 
3) Pengembangan KTR memerlukan peraturan yang berbentuk 
legislasi yang dapat mengikat secara hukum. Kebijakan yang 
bersifat secara sukarela dan tidak memiliki sangsi hukum yang 
kuat tidak efektif untuk memberikan perlindungan kepada 
masyarakat. Peraturan UU Perda yang efektif adalah peraturan 
yang sederhana, jelas dan mudah untuk diterapkan. 
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4) Memerlukan berbagai perencanaan yang baik dan sumber daya 
yang memadai agar tercapainya keberhasilan dalam penerapan dan 
penegakan KTR. 
5) Mulai dari proses pengembangan, pelaksanaan dan penegakan 
hukum, komponen masyarakat secara aktif perlu dilibatkan. Untuk 
menjamin kepatuhan terhadap peraturan serta memberikan 
dukungan terhadap masyarakat umum, maka dibutuhkan peranan 
yang sangat penting dari lembaga masyarakat termasuk lembaga 
swadaya masyarakat dan organisasi profesi. 
6) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan 
peraturan, penegakan hukum, dan dampak dari KTR. Monitoring 
dilakukan juga terhadap intervensi dari berbagai pihak termasuk 
industri rokok terhadap pelaksanaan KTR.
22
 
d. Tujuan Kawasan Tanpa Rokok 
Penetapan Kawasan Tanpa Rokok tentunya memiliki tujuan, 
selain untuk mengurangi jumlah perokok yang setiap tahun terus 
mengalami peningkatan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik 
Imdonesia tujuan penetapan Kawasan Tanpa Rokok adalah:
23
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https://text-id.123dok.com/document/lzgjvwvzo-prinsip-dasar-kawasan-tanpa-
rokok-ktr.html, diakses 28 Januari 2018 pukul 15.20 WIB.  
23 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang Pedoman Pengembangan 
Kawasan Tanpa Rokok, hlm. 16. 
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1) Menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian dengan 
cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat. 
2) Meningkatkan produktivitas kerja yang optimal. 
3) Mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap 
rokok. 
4) Menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula. 
5) Mewujudkan generasi muda yang sehat. 
e. Manfaat Kawasan Tanpa Rokok 
Manfaat Kawasan Tanpa Rokok adalah menciptakan tempat-
tempat umum, sarana kesehatan, tempat-tempat kerja, tempat ibadah, 
dan sarana pendidikan yang sehat, nyaman dan aman, tidak terganggu 
asap rokok, dapat memberikan citra yang positif, menegakkan etika 
merokok, mewujudkan generasi muda yang sehat, meningkatkan 
produktivitas kerja yang optimal, menurunkan angka perokok dan 
mencegah perokok pemula, memberikan hak kepada orang yang tidak 
merokok untuk tidak terkena dampak racun rokok yang sangat banyak 
terkandung dalam asap rokok dan mencegah meningkatnya penyakit 
yang disebabkan oleh rokok dan asap rokok baik kepada para perokok 
aktif maupun perokok pasif.
24
 Yang mana secara kedokteran telah 
terbukti merusak dan membahayakan kesehatan. Bahkan membunuh 
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Lily S Sulistyowati, Prototype Kawasan Tanpa Rokok, Kemenkes RI, 2011, hlm. 6.  
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penggunanya secara perlahan. Sebagaimana dijelaskan dalam Alquran, 
Surah An-Nisaa (4) Ayat 29 yang berbunyi: 
                               
                            
   
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-
suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
25
 
(QS. An-Nisaa: 29) 
 
Kawasan Tanpa Rokok juga bermanfaat untuk lingkungan 
yang lebih bersih dan lebih sehat lagi. Oleh karena itu harus dilakukan 
penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan melalui 
instrumen hukum administrasi merupakan langkah pertama dan utama 
untuk mencapai penataan peraturan.
26
 
f. Tanda dan Petunjuk Kawasan Tanpa Rokok 
Menurut Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan No. 7 
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Departemen Agama, Op. Cit, hlm. 83.  
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Muhammad Akib, Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Holistik-
Ekologis, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hlm. 40.  
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Tanpa Rokok, BAB IV tentang Tanda dan Petunjuk Pasal 5 dan 6  
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1) Tanda dan petunjuk berupa tulisan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (3), ditempat yang dinyatakan tidak boleh merokok 
adalah “KAWASAN TANPA ROKOK”, sesuai dengan contoh 
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
2) Tanda dan Petunjuk berupa tulisan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (4), ditempat khusus merokok berupa “KAWASAN 
MEROKOK”, sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam 
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 
3) Tanda dan Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) dapat mempergunakan bahasa asing dan bahasa yang mudah 
dipahami. 
Pasal 6 
Penempatan tanda dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
1) Penempatan yang sesuai dan tepat serta bebas pandangan tanpa 
penghalang 
2) satu kesatuan sistem dengan lingkungan kawasan yang ditetapkan 
sebagai kawasan tanpa rokok 
3) mendapat pencahayaan yang cukup termasuk penambahan lampu 
pada kondisi gelap atau pada malam hari 
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4) tidak mengganggu aktivitas lain atau mobilitas orang. 
4. Rokok 
a. Pengertian Rokok 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rokok adalah 
gulungan tembakau yang dibalut dengan daun nipah, sedangkan 
merokok adalah menghisap gulungan tembakau yang dibungkus 
dengan kertas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
No. 19 tahun 2003 Pasal 1 Ayat (3) tentang Pengamanan Bahan yang 
Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, 
rokok adalah hasil olahan tembakau dibungkus termasuk cerutu 
ataupun bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana 
tabacum, Nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang 
mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan. 
Rokok merupakan gulungan tembakau yang dibakar pada salah 
satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup 
lewat mulut pada ujung lain. Temperatur pada sebatang rokok yang 
sedang dibakar adalah 900 derajat celcius untuk ujung rokok yang 
dibakar dan 30 derajat celcius untuk ujung rokok yang terselip diantara 
bibir perokok. Rokok mengandung lebih dari 4000 senyawa kimia 
dimana 40 diantaranta bersifat karsinogenik, sampai sekarang belum 
ada batas jumlah yang pasti dengan terpaparnya asap rokok untuk 
menimbulkan penyakit. Lebih dari 85% penderita kanker paru adalah 
30 
 
perokok termasuk penyakit berbahaya lainnya. Banyak komponen 
yang terkandung didalam rokok yang bersifat ciliotoxic dimana 
sifatnya mengiritasi dinding dari sistem pernafasan yang menyebabkan 
meningkatnya sekresi mucus di bronkus.
28
 
b. Kandungan Rokok 
Racun rokok terbesar dihasilkan oleh asap yang mengepul dari 
ujung rokok yang sedang tidak dihisap sebab asap yang dihasilkan 
berasal dari pembakaran tembakau yang tidak sempurna. Didalam 
rokok terdapat tembakau sebagai faktor penyebab utama munculnya 
penyakit. Menurut Jaya dalam bukunya Pembunuh Berbahaya itu 
Bernama Rokok menyatakan setiap jenis dan merk rokok memiliki 
kadar kandungan zat kimia yang berbeda-beda. Namun yang paling 




Nikotin adalah zat atau bahan senyawa pirrilidin yang 
terdapat dalam Nicotiana tabacum, Nicotiaba rustica dan spesies 
lainnya yang bersifat adiktif dan dapat mengakibatkan 
ketergantungan. Nikotin bersifat sangat adiktif, beracun dan tidak 
berwarna. Nikotin yang dihirup dari asap rokok masuk ke paru-
paru dan masuk ke dalam aliran darah kemudian masuk ke dalam 
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Aulia LE, Stop Merokok, (Yogyakarta, Garai Ilmu 2010), hlm. 15.  
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otak perokok dalam waktu 7-10 detik. Nikotin yang terkandung 
dalam rokok adalah sebesar 0,5-3 nanogram dan semuanya diserap 
sehingga di dalam cairan daran ada 40-50 nanogram nikotin setiap 
1 ml nya. Nikotin memiliki efek adiktif dan psikoaktif yang dapat 
merangsang terjadinya sejumlah reaksi kimia yang dapat 
mempengaruhi hormon dan neutrotransmitter seperti adrenalin, 
dopamine, dan insulin sehingga membuat sensasi yang nikmat 
pada rokok seketika tetapi sensasi ini hanya berlangsung 
sementara. 
2) Tar 
Tar adalah senyawa polinuklir hidrokarbon aromatik yang 
bersifat karsinogenik. Sejenik cairan berwarna coklat tua atau 
hitam yang bersifat lengket dan menempel pada paru-paru 
sehingga dapat membuat warna gigi dan kuku seorang perokok 
menjadi coklat, begitu juga di paru-paru. Tar yang ada dalam asap 
rokok menyebaban paralisesilia yang ada di saluran pernafasan dan 
menyebabkan penyakit paru lainnya seperti emphysema, 
bronkhitis, kronik dan kanker paru-paru. 
3) Karbon Monoksida 
Karbon Monoksida (CO) adalah suatu zat beracun yang 
sifatnya tidak berwarna dan tidak berbau. Unsur ini dihasilkan oleh 
pembakaran tidak sempurna dari unsur zat arang atau karbon. Gas 
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CO yang dihasilkan sebatang tembakau dapat mencapai 3%-6% 
dan gas ini dapat dihisap oleh siapa saja. Seorang yang merokok 
hanya akan menghisap 1/3 bagian saja, yaitu arus tengah 
sedangkan arus pinggir akan tetap diluar. Bila proses ini dilakukan 
terus menerus maka pembuluh darah akan mudah rusak dengan 
terjadinya proses aterosklerosis (penyempitan). Penyempitan 
pembuluh darah akan terjadi dimana-mana yang dapat 
menyebabkan hilangnya kesadaran hingga kematian. 
4) Arsenic 
Arsenic adalah unsur kimia yang digunakan untuk 
membunuh serangga terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: 
a) Nitrogen oksida, yaitu unsur kimia yang dapat mengganggu 
saluran pernapasan bahkan merangsang terjadinya kerusakan 
dan perubahan kulit tubuh. 
b) Amonium karbonat, yaitu zat yang bisa membentuk plak 
kuning pada permukaan lidah serta mengganggu kelenjar 
makanan dan perasa yang terdapat pada permukaan lidah. 
5) Amonia 
Amonia merupakan gas tidak berwarna yang terdiri dari 
nitrogen dan hidrogen. Zat ini sangat tajam baunya, amonia sangat 
mudah memasuki sel-sel tubuh, karena kerasnya racun yang 
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terdapat dalam zat ini sehingga jika disuntikkan sedikit saja ke 
dalam tubuh bisa menyebabkan seseorang pingsan. 
6) Acrolein 
Acrolein yaitu sejenis zat tidak berwarna, seperti aldehid. 
Zat ini diperoleh dengan cara mengambil cairan dari gliserol 
menggunakan metode pengeringan. Zat tersebut sedkit banyak 
mengandung kadar alkohol dan sangat mengganggu kesehatan. 
7) Hydrogen cyanide 
Hydrogen Cyanide yaitu sejenis gas yang tidak berwarna, 
tidak berbau dan tidak memiliki rasa. Zat ini termasuk zat yang 
paling ringan, mudah terbakar dan sangat efesien untuk 
menghalangi pernapasan. Zat ini memiliki racun yang sangat 
berbahaya dan dapat menyebabkan kematian. 
8) Nitrous Oksida 
Nitrous oksida yaitu sejenis gas tidak berwarna jika gas ini 
terhisap maka dapat menimbulkan rasa sakit pada tubuh dan 
pernapasan. 
9) Formaldehyde 





Phenol yaitu campuran yang terdiri dari kristal yang 
dihasilkan dari destilasi beberapa zat organik, seperti kayu dan 
arang. 
11) Achetol 
Achetol yaitu sejenis zat yang sering digunakan untuk 
membuat cat dan mudah menguap dengan alkohol. 
12) Hydrogen Sulfide 
Hydrogen Sulfide yaitu sejenis gas beracun yang mudah 
terbakar dengan bau yang tajam. 
13) Pyridine 
Pyridine yaitu cairan yang tidak berwarna dengan bau yang 
tajam, zat ini dapat digunakan sebagai pelarut dan pembunuh 
hama. 
14) Methanol 
Methanol yaitu sejenis cairan ringan yang mudah menguap 
dan terbakar. Meminum atau menghisap methanol dapat 
mengakibatkan kebutaan dan kematian.
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c. Bahaya Rokok Bagi Kesehatan dan Bagi Perokok Pasif 
Rokok yang bahan utamanya adalah tembakau merupakan 
produk konsumen yang berbahaya dan mematikan. Penggunaan 
                                                             
30
Ade Retsy Ambar Wati, Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan 
Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014, Skripsi, Universitas Lampung, 2017.  
35 
 
tembakau tidak hanya merugikan mereka yang mengonsumsinya tetapi 
juga merugikan orang-orang yang terkena asap dari rokok tersebut. 




1) Penyakit Kardiovaskuler 
Asap tembakau akan merusak dinding pembuluh darah 
pada seseorang yang merokok, karena nikotin yang terkandung 
didalamnya akan merangsang hormon adrenalin dan menyebabkan 
perangsangan kerja jantung dan menyempitkan pembuluh darah. 
Penyakit kardiovaskuler meliputi kondisi seperti tekanan darah 
tinggi, penyakit jantung koroner dan stroke. 
2) Penyakit kanker paru 
Kanker paru adalah jenis kanker yang paling umum 
disebabkan merokok karena penyimpanan tar tembakau sebagian 
besar terjadi di paru-paru. 
3) Penyakit Saluran Pernapasan 
Merokok merupakan penyebab utama penyakit paru-paru 
kronis dan obstruktif misalnya bronkitis dan emfisema. Gejala 
yang ditimbulkan berupa batuk kronis, berdahak dan gangguan 
pernapasan. 
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4) Merokok dan Kehamilan 
Wanita perokok selama kehamilan akan lebih besar 
mengalami keguguran, kematian bayi atau bayi lahir dengan berat 
badan yang rendah. Penelitian menunjukkan adanya hubungan 
langsung antara merokok selama kehamilan dan resiko sindrom 
kematian bayi secara mendadak. 
5) Merokok dan Alat Perkembangbiakan 
Merokok dapat mengurangi akan terjadinya konsepsi 
(memiliki anak), fertilitas pria ataupun wanita perokok akan 
mengalami penurunan, nafsu seksual juga akan mengalai 
penurunan dibandingkan dengan bukan perokok. Wanita perokok 
akan mengalami meopause lebih cepat dibandingkan dengan yang 
bukan perokok. 
6) Merokok dan Alat Pencernaan 
Sakit maag lebih banyak dijumpai pada orang-orang yang 
merokok karena adanya penurunan tekanan pada ujung bawah dan 
atas lambung sehingga mempercepat terjadinya sakit maag. 
7) Merokok Meningkatkan Tekanan Darah 
Merokok sebatang perhari akan meningkatkan tekanan 
darah sistolik 10- 25 mmHg serta menambha detak jantung 5-20 
kali per 1 menit. 
8) Merokok Membuat Lebih Cepat Tua 
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Rokok mengakibatkan kulit menjadi mengerut, kering, 
pucat dan mengeriput terutama di daerah wajah dikarenakan bahan 
kimia yang ada dalam rokok mengakibatkan vasokontriksi 
pembuluh darah darah tepi dan di daerah terbuka misalnya pada 
wajah. Wajah perokok akan menjadi lebih tua, mengeriput, 
kecoklatan dan berminyak. 
9) Kanker Mulut 
Merokok dapat menyebabkan kanker mulut, kerusakan gigi 
dan penyakit gusi.  
10) Osteoporosis 
Karbon Monoksida (CO) dalam asap rokok dapat 
mengurangi daya angkut oksigen darah perokok sebesar 15% 
mengakibatkan kerapuhan tulang sehingga lebih udah patah patah 
dan membutuhkan waktu 80% lebih lama untuk penyembuhan. 
Perokok juga lebih mudah menderita sakit tulang belakang. 
11) Katarak 
Merokok mengakibatkan gangguan pada mata, perokok 
mempunyai 50% lebih tinggi terkena katarak bahkan bisa 
mengalami kebutaan. 
12) Kerontokan rambut 
Merokok menurunkan sistem kekebalan tubih lebih mudah 
terserang penyakit seperti lupus erimatosus yang menyebabkan 
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kerontokan rambut, ulserasi pada mulut, kemerahan pada wajah, 
kulit kepala dam tangan. 
13) Impotensi 
Merokok dapat meningkatkan disfungsi ereksi sekitar 50% 
pada laki-laki berusia 30-40 tahunan. Ereksi tidak dapat terjadi bila 
darah tidak mengalir bebas ke penis. Oleh karena itu pembuluh 
darah harus dalam keadaan baik. Masalah erksi ini merupakan 
peringatan awal bahwa tembakau telah merusak area lain dari 
tubuh. 
Bahaya yang ditimbulkan oleh rokok bukan hanya untuk para 
perokok aktif, tetapi juga sangat berbahaya bagi perokok pasif. 
Perokok pasif adalah setiap orang yang tidak merokok tetapi harus 
turut merasakan akibat buruk dari rokok yang dibakar. Atau secara 
umum perokok pasif adalah setiap orang yang tidak merokok tetapi 
menghisap Environmental Tobacco Smoke (ETS) yaitu asap rokok 
utama dan asap rokok sampingan yang dihembuskan kembali oleh 
perokok. 
Bagi orang yang tidak merokok asap rokok pasti sesuatu yang 
tidak menyenangkan dan sangat mengganggu. Resiko yang 
ditimbulkan juga sangat berbahaya seperti meningkatnya resiko 
kanker paru-paru dan serngan jantung, meningkatnya resiko penyakit 
saluran pernafasan seperti paru-paru dan bronkhitis, iritasi pada mata 
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yang menyebabkan rasa sakit dan pedih, bersin dan batuk-batuk 
karena alergi, sakit pada tekak, efosagus, kerongkongan, dan 
tenggorokan, sakit kepala sebagai reaksi penolakan nikotin, dan sesak 
nafas. 
 
B. Penelitian Terdahulu 
Untuk menguatkan penelitian ini maka peneliti mengambil penelitian 
terdahulu yang berkaitan dengan judul peneliti dalam penelitian ini, yaitu: 
Tabel 1.1 
Penelitian Terdahulu 
No Penulis Judul Hasil Penelitian 














Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa penegakan hukum 
Kawasan Tanpa Rokok di 
Kabupaten Badung dilakukan 
dengan upaya preventif dan upaya 
represif. Upaya preventif berupa 
sosialisasi terhadap Kawasan 
Tanpa Rokok. Upaya represif 
dilakukan dengan cara 
memberikan sangsi bagi 
pelanggar. Sedangkan hambatan 
yang ditemui berupa hambatan 
yuridis dan hambatan non yuridis. 

















Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa Penegakan hukum 
Peraturan Daerah Kota 
Pekalongan Nomor 19 Tahun 
2012 Tentang Kawasan Tanpa 
Rokok terhadap anggota Polri 
Polres Pekalongan Kota tidak 
efektif karena masih ada 25% 
anggota Polri Polres Pekalongan 
Kota merokok saat melaksanakan 










Sanksi bagi pelanggar KTR hanya 
diberi teguran secara lisan. 
Kendala dalam mengatasi 
kebiasaan merokok bagi anggota 
Polri Polres Pekalongan Kota, 
adalah: Aturan Hukum, besarnya 
sanksi tidak sebanding dengan 
kondisi masyarakat sehingga 
penegakan hukum terhadap 
pelanggaran aturan tersebut tidak 
berjalan efektif dan belum ada 
yang pernah diberikan penerapan 
sanksi sesuai ketentuan Peraturan 
Daerah Kota Pekalongan Nomor 
19 Tahun 2012 Tentang Kawasan 
Tanpa Rokok. 
 
Perbedaan dan persamaanya dengan penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. I Gusti Ngurah Surya Adhi Kencana Putra membahas tentang Penegakan 
Hukum Terhadap Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Badung. 
Penelitian ini didasari oleh masih banyak masyarakat Kabupaten Badung 
yang merokok di kawasan tanpa rokok. Penelitian ini bermaksud untuk 
mengetahui (1) pelaksanaan serta upaya dalam penegakan hukum terhadap 
Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Badung, (2) hambatan pemerintah 
dalam penegakan hukum terhadap Kawasan Tanpa Rokok. Sedangkan 
peneliti membahas tentang Problematika Penegakan Peraturan Daerah 
Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa 
Rokok Di Kota Padangsidimpuan. Penelitian ini didasari oleh masih 
banyak masyarakat Kota Padangsidimpuan yang merokok di kawasan 
41 
 
tanpa rokok. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui (1) penegakan 
Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang 
Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Padangsidimpuan, (2) problematika 
penegakan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2012 
Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Padangsidimpuan, (3) upaya 
yang dilakukan penegak Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 
7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Padangsidimpuan 
dalam mengatasi problematika tersebut. Persamaannya adalah sama-sama 
menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan fakta dan 
pendekatan perundang-undangan. Sifat penelitian yang digunakan adalah 
bersifat penelitian deskriptif. 
2. Darodi membahas tentang Efektivitas Penegakan Hukum Peraturan 
Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa 
Rokok (Studi Terhadap Anggota Polri Polres Pekalongan Kota). 
Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui (1) efektivitas penegakan 
hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 
Tentang Kawasan Tanpa Rokok terhadap anggota Polri Polres Pekalongan 
Kota, (2) kendala dalam mengatasi kebiasaan merokok bagi anggota Polri 
Polres Pekalongan Kota. Sedangkan peneliti membahas tentang 
Problematika Penegakan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 
7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Padangsidimpuan. 
Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui (1) penegakan Peraturan 
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Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan 
Tanpa Rokok Di Kota Padangsidimpuan, (2) problematika penegakan 
Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang 
Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Padangsidimpuan, (3) upaya yang 
dilakukan penegak Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 7 
Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Padangsidimpuan 
dalam mengatasi problematika tersebut. Persamaannya adalah sama-sama 
menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan fakta 
dan pendekatan perundang-undangan. Sifat penelitian yang digunakan 








A. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan, Pendidikan dan 
Lingkungan Hidup Daerah Kota Padangsidimpuan Waktu penelitian ini 
dilakukan pada bulan Maret 2018 sampai dengan selesai. 
 
B. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian 
kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 
berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati. Menurut 
Kirk dan Miller mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu tradisi 
tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung 




Penelitian kualitatif ini adalah suatu proses menemukan pengetahuan 
yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang 
dapat diamati. Alat pengumpul data utama adalah manusia (peneliti atau 
dengan bantuan orang lain) yang mana bertujuan untuk mengumpul data 
mengenai problematika penegakan peraturan daerah Kota Padangsidimpuan 
tentang kawasan tanpa rokok. 
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C. Sumber Data 
Sumber data penelitian ini terdiri dari tiga sumber yaitu data primer, 
data sekunder dan data tersier. 
1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek 
penelitian sebagai informasi. Untuk penelitian ini data primer bersumber 
dari kepala Dinas Kesehatan, Pendidikan, dan Lingkungan Hidup Kota 
Padangsidimpuan mengenai problematika mereka dalam penegakan 
peraturan daerah Kota Padangsidimpuan nomor 7 tahun 2012 tentang 
kawasan tanpa rokok. 
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari 
subjek penelitian sebagai informasi. Untuk penelitian ini data sekunder 
diperoleh dari Undang-undang, buku-buku, literatur maupun data-data 
lainnya. 
3. Data tersier adalah data lain yang memberikan petunjuk maupun 
penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti hasil penelitian, 
Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel di internet 
dan bahan-bahan lain yang sifatnya karya ilmiah berkaitan dengan 









D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik adalah suatu metode yang digunakan oleh peneliti dalam 
mengumpulkan data. Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam 
penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:
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1. Studi Kepustakaan (Library Research) 
Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan 
dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai 
literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dari berbagai 
sumber. 
2. Studi Lapangan (Field Reasearce) 
Studi Lapangan adalah mengumpulkan data yang dilakukan 
dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian 
yaitu dengan menggunakan teknik wawancara kepada narasumber. 
 
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Setelah data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder 
dilakukan pengolahan data dengan cara: 
a. Seleksi Data 
Seleksi data merupakan proses pemilihan data, pemusatan perhatian 
pada penyederhanaan data, pengabstrakan data, dan transformasi data 
kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 
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b. Pemeriksaan Data 
Pemeriksaan data yang sudah terkumpul, yang meliputi kelengkapan 
isian, keterbacaan tulisan, kejelasan jawaban, relevansi jawaban, 
keseragaman satuan data yang digunakan, dan sebagainya. 
c. Klasifikasi Data 
Klasifikasi data merupakan usaha menggolongkan, mengelompokkan, 
dan memilah data berdasarkan pada klasifikasi tertentu yang telah dibuat 
dan ditentukan oleh peneliti. 
d. Penyusunan Data 
Penyusunan data merupakan proses pengumpulan data dan merekap 
data. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis penelitian. 
Proses analisis data adalah merupakan usaha untuk menjawab atas 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Deskripsi Hasil Penelitian 
1. Penegakan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 7 
Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota 
Padangsidimpuan 
Penegakan peraturan daerah merupakan cara yang dilakukan oleh 
pihak berwenang untuk tegaknya atau berfungsinya peraturan daerah. 
Wawancara dilakukan di tiga instansi dari lima instansi sebagai penegak 
peraturan daerah ini, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas 
Lingkungan Hidup Kota Padangsidimpuan terkait penegakan peraturan 
daerah ini. 
Penegakan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok yang 
dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan sendiri dengan 
memasang tanda dan petunjuk kawasan tanpa rokok berupa tulisan dan 
stiker disetiap ruangan. Informasi tersebut didapatkan saat wawancara 
dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan yang diwakili 
oleh Bapak Iwan Lubis, salah satu pegawai di Kantor Dinas tersebut: 
“Penegakan yang dilakukan terkait peraturan daerah tentang 
kawasan tanpa rokok tersebut dari Dinas Kesehatan sendiri yaitu 
dengan memasang tulisan dan stiker kawasan tanpa rokok disetiap 
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Penegakan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok yang 
dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan sendiri dengan 
memasang spanduk dan stiker kawasan tanpa rokok disetiap tempat. 
Informasi tersebut didapatkan saat wawancara dengan Kepala Dinas 
Pendidikan Kota Padangsidimpuan Bapak Muhammad Luthfi Siregar, SH, 
MM. di Kantor Dinas tersebut: 
“Penegakan yang dilakukan terkait peraturan daerah tentang 
kawasan tanpa rokok tersebut dari Dinas Pendidikan sendiri yaitu 
dengan membuat spanduk dan stiker kawasan tanpa rokok disetiap 




Penegakan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok yang 
dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidimpuan sendiri 
dengan pesan atau himbauan dalam bentuk poster untuk tidak merokok 
pada kawasan tanpa rokok sesuai peraturan daerah yang berlaku. 
Informasi tersebut didapatkan saat wawancara dengan Kepala Dinas 
Lingkungan Hidup Kota Padangsidimpuan Ibu Syahraini Lubis, SH, MM. 
di Kantor Dinas tersebut: 
“Dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri, penegakan yang dilakukan 
terkait peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok tersebut 
yaitu dengan pesan atau himbauan di poster untuk tidak merokok 
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Kesimpulan dari beberapa hasil wawancara di atas adalah penegak 
atau pengawas peraturan daerah Kota Padangsidimpuan tentang kawasan 
tanpa rokok sudah melaksanakan kewajibannya yaitu dengan 
menyelenggarakan kawasan tanpa rokok disetiap tempat yang ditetapkan 
sebagai kawasan tanpa rokok serta mengupayakan agar masyarakat 
terhindar dari penyakit akibat penggunaan rokok. 
2. Problematika Penegakan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan 
Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota 
Padangsidimpuan 
Problematika penegakan berarti permasalahan-permasalahan 
dalam perbuatan menegakkan sesuatu secara nyata. Dalam hal ini untuk 
mengetahui apa saja problematika penegakan peraturan daerah Kota 
Padangsidimpuan nomor 7 tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok di 
Kota Padangsidimpuan. Wawancara dilakukan di tiga instansi dari lima 
instansi sebagai penegak peraturan daerah ini, yaitu Dinas Kesehatan, 
Dinas Pendidikan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidimpuan 
terkait penegakan peraturan daerah ini. 
Problematika dalam penegakan peraturan daerah tentang kawasan 
tanpa rokok yang dialami oleh Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan 
sendiri yaitu kurangnya kesadaran perokok terhadap peraturan daerah 
tentang kawasan tanpa rokok tersebut dan rasa segan untuk menegur 
perokok terlebih kepada pimpinan di Kantor Dinas tersebut. Informasi 
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tersebut didapatkan saat wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota 
Padangsidimpuan yang diwakili oleh Bapak Iwan Lubis, salah satu 
pegawai di Kantor Dinas tersebut: 
“Problem dalam penegakan yang dialami terkait peraturan daerah 
tentang kawasan tanpa rokok tersebut dari Dinas Kesehatan sendiri 
yaitu kurangnya kesadaran perokok terhadap peraturan daerah 





Problematika dalam penegakan peraturan daerah tentang kawasan 
tanpa rokok yang dialami oleh Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan 
sendiri yaitu kurangnya kesadaran perokok terhadap peraturan daerah 
tentang kawasan tanpa rokok tersebut dan masih banyaknya ruangan 
terbuka terutama di instansi-instansi pemerintahan Kota Padangsidimpuan 
yang memungkinkan perokok untuk bisa merokok. Informasi tersebut 
didapatkan saat wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota 
Padangsidimpuan Bapak Muhammad Luthfi Siregar, SH, MM. di Kantor 
Dinas tersebut: 
“Problem dalam penegakan yang dialami terkait peraturan daerah 
tentang kawasan tanpa rokok tersebut dari Dinas Pendidikan 
sendiri yaitu kurangnya kesadaran perokok terhadap peraturan 
daerah tersebut dan mereka beranggapan merokok telah menjadi 
kebutuhan. Kemudian masih banyaknya ruangan terbuka terutama 
di instansi-instansi pemerintahan Kota Padangsidimpuan yang 
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Problematika dalam penegakan peraturan daerah tentang kawasan 
tanpa rokok yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota 
Padangsidimpuan sendiri yaitu sama halnya dengan yang dialami Dinas 
Pendidikan yakni kurangnya kesadaran perokok terhadap peraturan daerah 
tentang kawasan tanpa rokok tersebut. Informasi tersebut didapatkan saat 
wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota 
Padangsidimpuan Ibu Syahraini Lubis, SH, MM. di Kantor Dinas tersebut: 
“Dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri Problem dalam penegakan 
yang dialami terkait peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok 
tersebut yaitu kurangnya kesadaran perokok terhadap peraturan 




Kesimpulan dari beberapa hasil wawancara di atas adalah 
problematika yang dialami dalam penegakan peraturan daerah Kota 
Padangsidimpuan tentang kawasan tanpa rokok yaitu kurangnya 
kesadaran perokok terhadap peraturan daerah tentang kawasan tanpa 
rokok tersebut, rasa segan untuk menegur perokok khususnya kepada 
pimpinan dan masih banyaknya ruangan terbuka terutama di instansi-
instansi pemerintahan Kota Padangsidimpuan yang memungkinkan 
perokok untuk bisa merokok. 
3. Upaya yang Dilakukan Dalam Mengatasi Problematika Penegakan 
Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2012 
Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Padangsidimpuan 
                                                             
95
Syahraini Lubis, SH, MM., Op. Cit.  
52 
  
Upaya atau usaha yang dilakukan dalam mengatasi problematika 
untuk menegakkan peraturan daerah Kota Padangsidimpuan tentang 
kawasan tanpa rokok ini sangatlah penting dilakukan supaya segala 
problem-problem untuk menegakkan peraturan daerah ini dapat teratasi. 
Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi 
problematika penegakan peraturan daerah Kota Padangsidimpuan nomor 7 
tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok di Kota Padangsidimpuan. 
Wawancara dilakukan di tiga instansi dari lima instansi sebagai penegak 
peraturan daerah ini, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas 
Lingkungan Hidup Kota Padangsidimpuan. 
Upaya yang dilakukan dari Dinas Kesehatan Kota 
Padangsidimpuan sendiri yaitu tetap mengingatkan kepada perokok baik 
dia itu seorang pimpinan untuk berhenti atau tidak mencoba merokok 
khususnya pada kawasan tanpa rokok. Informasi tersebut didapatkan saat 
wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan yang 
diwakili oleh Bapak Iwan Lubis, salah satu pegawai di Kantor Dinas 
tersebut: 
“Upaya yang dilakukan dalam mengatasi problem dalam 
penegakan terkait peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok 
tersebut dari Dinas Kesehatan sendiri yaitu tetap kami ingatkan 
walaupun masih ada rasa segan terhadap pimpinan untuk berhenti 
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Upaya yang dilakukan dari Dinas Pendidikan Kota 
Padangsidimpuan sendiri yaitu dengan menegur dan menumbuhkan 
motivasi dalam diri perokok untuk berhenti atau tidak mencoba merokok 
khususnya pada kawasan tanpa rokok. Kemudian tidak menyediakan 
asbak rokok pada kawasan tanpa rokok. Informasi tersebut didapatkan saat 
wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan 
Bapak Muhammad Luthfi Siregar, SH, MM. di Kantor Dinas tersebut: 
“Upaya yang dilakukan dalam mengatasi problem dalam 
penegakan terkait peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok 
tersebut dari Dinas Pendidikan sendiri yaitu dengan menegur dan 
memberi motivasi dalam diri perokok untuk berhenti atau tidak 
mencoba merokok khususnya pada kawasan tanpa rokok. 




Selanjutnya upaya yang dilakukan dari Dinas Lingkungan Hidup 
Kota Padangsidimpuan sendiri sama halnya dengan yang dilakukan Dinas 
Pendidikan yaitu dengan menegur dan menumbuhkan motivasi dalam diri 
perokok untuk berhenti atau tidak mencoba merokok khususnya pada 
kawasan tanpa rokok. Informasi tersebut didapatkan saat wawancara 
dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidimpuan Ibu 
Syahraini Lubis, SH, MM. di Kantor Dinas tersebut: 
“Dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri upaya yang dilakukan 
untuk mengatasi problem dalam penegakan terkait peraturan 
daerah tentang kawasan tanpa rokok tersebut yaitu dengan 
menegur dan memberi motivasi dalam diri perokok untuk berhenti 
                                                             
97
Muhammad Luthfi Siregar, SH, MM., Op. Cit.  
54 
  





Kesimpulan dari beberapa hasil wawancara di atas adalah upaya 
yang dilakukan dalam mengatasi problematika dalam penegakan peraturan 
daerah Kota Padangsidimpuan tentang kawasan tanpa rokok yaitu dengan 
menegur dan menumbuhkan motivasi dalam diri perokok untuk berhenti 
atau tidak mencoba merokok khususnya pada kawasan tanpa rokok. 
Kemudian tidak menyediakan asbak rokok pada kawasan tanpa rokok. 
 
B. Pembahasan Hasil Penelitian 
Penelitian ini berjudul Problematika Penegakan Peraturan Daerah Kota 
Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di 
Kota Padangsidimpuan. Dari hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara 
dapat dilakukan pembahasan terhadap rumusan masalah penelitian sebagai 
berikut: 
1. Penegakan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 7 
Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota 
Padangsidimpuan 
Penegakan peraturan daerah merupakan cara yang dilakukan oleh 
pihak berwenang untuk tegaknya atau berfungsinya suatu peraturan 
daerah. Tiga instansi dari lima instansi sebagai penegak peraturan daerah 
ini sesuai peraturan daerah Kota Padangsidimpuan tentang kawasan tanpa 
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rokok yang berlaku, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas 
Lingkungan Hidup Kota Padangsidimpuan. 
Penegakan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok yang 
dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan sendiri dengan 
memasang tanda dan petunjuk kawasan tanpa rokok berupa tulisan dan 
stiker disetiap ruangan. Cara ini bertujuan agar setiap orang khususnya 
perokok dapat memahami bahwa tulisan dan stiker yang dipasang disetiap 
tempat yang ada merupakan ruangan atau area dilarang untuk merokok. 
Penegakan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok yang 
dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan sendiri dengan 
membuat spanduk dan stiker kawasan tanpa rokok disetiap tempat. Cara 
ini juga bertujuan agar setiap orang khususnya perokok dapat memahami 
bahwa spanduk dan stiker yang dipasang disetiap tempat yang ada 
merupakan ruangan atau area dilarang untuk merokok. 
 Penegakan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok yang 
dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidimpuan sendiri 
dengan pesan atau himbauan dalam bentuk poster untuk tidak merokok 
pada kawasan tanpa rokok. Cara ini hampir mirip dengan yang dilakukan 
Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan, hanya saja berbeda pada bentuk 
instrumennya. Pesan atau himbauan yang ada di poster tersebut bertujuan 
agar setiap orang khususnya perokok tidak merokok pada ruangan atau 
area yang dinyatakan dilarang untuk merokok. 
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2. Problematika Penegakan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan 
Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota 
Padangsidimpuan 
Sejak diberlakukannya Undang – Undang Kesehatan No.36 tahun 
2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan 
No.7 tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota 
Padangsidimpuan sampai sekarang masih banyak problem atau hambatan 
yang dialami dalam penegakan peraturan daerah ini. 
Problem atau hambatan yang dialami pada penegakan peraturan 
daerah tentang kawasan tanpa rokok di Kota Padangsidimpuan dari Dinas 
Kesehatan Kota Padangsidimpuan sendiri ada dua problem. Problem yang 
pertama yaitu kurangnya kesadaran perokok terhadap peraturan daerah 
tentang kawasan tanpa rokok tersebut. Rasanya perlu dilakukan 
pembinaan berupa bimbingan dan / atau penyuluhan agar perokok sadar 
bahwa rokok yang mereka hisap sangat membahayakan kesehatan dirinya 
sendiri dan orang lain, sesuai pesan kesehatan yang dicantumkan di setiap 
kemasan rokok. Pesan tersebut tertulis “Merokok dapat menyebabkan 
kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin”. 
Problem yang kedua yaitu rasa segan untuk menegur perokok terlebih 
kepada pimpinan di Kantor Dinas tersebut. Dalam mengingatkan sesama 
untuk kebaikan harusnya kita menghilangkan rasa segan walaupun dia 
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seorang pimpinan kita agar semua tersentuh hatinya untuk perubahan yang 
lebih baik lagi. 
Problem atau hambatan yang dialami pada penegakan peraturan 
daerah tentang kawasan tanpa rokok di Kota Padangsidimpuan dari Dinas 
Pendidikan Kota Padangsidimpuan sendiri ada dua problem. Problem 
yang pertama yaitu kurangnya kesadaran perokok terhadap peraturan 
daerah tentang kawasan tanpa rokok tersebut. Beberapa perokok di Kota 
Padangsidimpuan mengaku tidak terlalu memperdulikan peraturan daerah 
tersebut disebabkan karena merokok sudah menjadi kebutuhan dan 
kebiasaan. Mereka mengonsumsi rokok sama sekali bukan untuk 
mengendalikan perasaan mereka, tetapi karena benar-benar sudah menjadi 
kebutuhan dan kebiasaan rutinnya.  Dapat dikatakan, perokok seperti ini 
merokok sudah merupakan suatu perilaku yang bersifat otomatis, yakni 
seringkali tanpa dipikirkan dan tanpa disadari, ia menghidupkan api 
rokoknya jika rokok yang terdahulu telah benar-benar habis.
99
 Problem 
yang kedua yaitu masih banyaknya ruangan terbuka terutama di instansi-
instansi pemerintahan Kota Padangsidimpuan yang memungkinkan 
perokok untuk bisa merokok. Harusnya disediakan suatu tempat khusus 
untuk merokok supaya perokok tidak merokok di kawasan tanpa rokok 
terutama di instansi-instansi pemerintahan Kota Padangsidimpuan. 
                                                             
99
Dian Oky Saktyowati, Bahaya Rokok, (Bogor: Arya Duta, 2010), hlm. 30.  
58 
  
Problem atau hambatan yang dialami pada penegakan peraturan 
daerah tentang kawasan tanpa rokok di Kota Padangsidimpuan dari Dinas 
Lingkungan Hidup Kota Padangsidimpuan sendiri yaitu sama halnya 
dengan yang dialami Dinas Pendidikan yakni kurangnya kesadaran 
perokok terhadap peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok tersebut. 
3. Upaya yang Dilakukan Dalam Mengatasi Problematika Penegakan 
Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2012 
Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Padangsidimpuan 
Upaya atau usaha merupakan sikap yang penting dalam mengatasi 
suatu problem. Upaya akan mempengaruhi berhasil atau tidaknya 
seseorang dalam mengatasi suatu problem yang ada. Upaya atau usaha 
yang dilakukan dalam mengatasi problematika untuk menegakkan 
peraturan daerah Kota Padangsidimpuan tentang kawasan tanpa rokok ini 
sangatlah penting dilakukan supaya segala problem-problem untuk 
menegakkan peraturan daerah ini dapat teratasi. 
Upaya yang dilakukan dalam mengatasi problematika penegakan 
peraturan daerah Kota Padangsidimpuan nomor 7 tahun 2012 tentang 
kawasan tanpa rokok di Kota Padangsidimpuan dari Dinas Kesehatan 
Kota Padangsidimpuan sendiri yaitu tetap mengingatkan kepada perokok 
baik dia itu seorang pimpinan walaupun masih ada rasa segan 
mengingatkan untuk berhenti atau tidak mencoba merokok khususnya 
pada kawasan tanpa rokok. Karena memang peraturan daerah tersebut 
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berlaku tanpa rasa segan untuk masyarakat baik dia orang biasa maupun 
seorang pemimpin. 
Upaya yang dilakukan dalam mengatasi problematika penegakan 
peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok di Kota Padangsidimpuan 
dari Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan sendiri ada dua upaya. 
Upaya yang pertama yaitu menegur dan menumbuhkan motivasi dalam 
diri perokok untuk berhenti atau tidak mencoba merokok khususnya pada 
kawasan tanpa rokok. Dengan upaya itu akan membuat mereka mampu 
untuk tidak terpengaruh oleh godaan merokok khususnya pada kawasan 
tanpa rokok yang datang dari teman, media massa, atau kebiasaan 
keluarga/orang tua sendiri. Upaya yang kedua yaitu tidak menyediakan 
asbak rokok pada kawasan tanpa rokok. Kebijakan ini diharapkan 
menjadikan perokok tidak merokok di kawasan tanpa rokok sehingga 
kawasan tanpa rokok benar-benar ruangan atau area yang dilarang untuk 
kegiatan merokok. 
 Upaya yang dilakukan dalam mengatasi problematika penegakan 
peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok di Kota Padangsidimpuan 
dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidimpuan sendiri sama halnya 
dengan yang dilakukan Dinas Pendidikan yaitu dengan menegur dan 
menumbuhkan motivasi dalam diri perokok untuk berhenti atau tidak 








Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang 
dapat diperoleh sebagai berikut: 
1. Penegakan peraturan daerah Kota Padangsidimpuan nomor 7 tahun 2012 
tentang kawasan tanpa rokok Di Kota Padangsidimpuan oleh penegak atau 
pengawas peraturan daerah tersebut sudah melaksanakan kewajibannya 
yaitu dengan menyelenggarakan kawasan tanpa rokok disetiap tempat 
yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok dengan memasang tanda 
atau petunjuk berupa tulisan, spanduk, dan stiker serta mengupayakan 
agar masyarakat terhindar dari penyakit akibat penggunaan rokok. 
2. Problematika yang dialami dalam penegakan peraturan daerah Kota 
Padangsidimpuan tentang kawasan tanpa rokok adalah: 
a. Kurangnya kesadaran perokok terhadap peraturan daerah tentang 
kawasan tanpa rokok tersebut. 
b. Rasa segan untuk menegur perokok khususnya kepada pimpinan. 
c. Masih banyaknya ruangan terbuka terutama di instansi-instansi 
pemerintahan Kota Padangsidimpuan yang memungkinkan perokok 




3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi problematika penegakan 
peraturan daerah Kota Padangsidimpuan tentang kawasan tanpa rokok 
adalah: 
a. Menegur dan menumbuhkan motivasi dalam diri perokok untuk 
berhenti atau tidak mencoba merokok khususnya pada kawasan tanpa 
rokok.  
b. Tidak menyediakan asbak rokok pada kawasan tanpa rokok. 
B. Saran 
Adapun saran yang bisa diberikan setelah melakukan penelitian ini, 
sebagai berikut: 
1. Untuk Dinas Kesehatan, Pendidikan, dan Lingkungan Hidup Kota 
Padangsidimpuan 
a. Melakukan pembinaan dan meningkatkan pengawasan implementasi 
peraturan daerah nomor 7 tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok di 
Kota Padangsidimpuan. 
b. Perlunya pembuatan sanksi yang tegas dari dinas kesehatan, 
pendidikan, dan lingkungan hidup untuk menertibkan larangan 
merokok pada kawasan tanpa rokok di Kota Padangsidimpuan. 
2. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini 




peraturan daerah Kota Padangsidimpuan nomor 7 tahun 2012 tentang 
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HASIL TRANSKIP WAWANCARA 
 
Hari/ Tanggal : 30 April 2018 
Tempat : Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan 
Narasumber : Kepala Dinas yang diwakili Iwan Lubis 
Jabatan : Pegawai 
1. Bagaimana penegakan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 7 
Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Padangsidimpuan 
Dari Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan Sendiri? 
Penegakan yang dilakukan terkait peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok 
tersebut dari Dinas Kesehatan sendiri yaitu dengan memasang tulisan dan stiker 
kawasan tanpa rokok disetiap ruangan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa 
rokok. 
2. Apa saja problematika penegakan Peraturan Daerah Kota 
Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di 
Kota Padangsidimpuan Dari Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan 
Sendiri? 
Problem dalam penegakan yang dialami terkait peraturan daerah tentang kawasan 
tanpa rokok tersebut dari Dinas Kesehatan sendiri yaitu kurangnya kesadaran 
perokok terhadap peraturan daerah tersebut. Kemudian rasa segan untuk menegur 
khususnya kepada pimpinan kami. 
 
  
3. Apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi problematika Peraturan 
Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan 
Tanpa Rokok Di Kota Padangsidimpuan Dari Dinas Kesehatan Kota 
Padangsidimpuan Sendiri? 
Upaya yang dilakukan dalam mengatasi problem dalam penegakan terkait 
peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok tersebut dari Dinas Kesehatan 
sendiri yaitu tetap kami ingatkan walaupun masih ada rasa segan terhadap 



















HASIL TRANSKIP WAWANCARA 
 
Hari/ Tanggal : 11 April 2018 
Tempat : Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan 
Narasumber : Muhammad Luthfi Siregar, SH, MM. 
Jabatan : Kepala Dinas 
1. Bagaimana penegakan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 7 
Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Padangsidimpuan 
Dari Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan Sendiri? 
Penegakan yang dilakukan terkait peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok 
tersebut dari Dinas Pendidikan sendiri yaitu dengan membuat spanduk dan stiker 
kawasan tanpa rokok disetiap tempat yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa 
rokok. 
2. Apa saja problematika penegakan Peraturan Daerah Kota 
Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di 
Kota Padangsidimpuan Dari Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan 
Sendiri? 
Problem dalam penegakan yang dialami terkait peraturan daerah tentang kawasan 
tanpa rokok tersebut dari Dinas Pendidikan sendiri yaitu kurangnya kesadaran 
perokok terhadap peraturan daerah tersebut dan mereka beranggapan merokok 
telah menjadi kebutuhan. Kemudian masih banyaknya ruangan terbuka terutama 
 
  
di instansi-instansi pemerintahan Kota Padangsidimpuan yang memungkinkan 
perokok untuk bisa merokok. 
3. Apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi problematika Peraturan 
Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan 
Tanpa Rokok Di Kota Padangsidimpuan Dari Dinas Pendidikan Kota 
Padangsidimpuan Sendiri? 
Upaya yang dilakukan dalam mengatasi problem dalam penegakan terkait 
peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok tersebut dari Dinas Pendidikan 
sendiri yaitu dengan menegur dan memberi motivasi dalam diri perokok untuk 
berhenti atau tidak mencoba merokok khususnya pada kawasan tanpa rokok. 
















HASIL TRANSKIP WAWANCARA 
 
Hari/ Tanggal : 10 April 2018 
Tempat : Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidimpuan 
Narasumber : Syahraini Lubis, SH, MM. 
Jabatan : Kepala Dinas 
1. Bagaimana penegakan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 7 
Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Padangsidimpuan 
Dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidimpuan Sendiri? 
Dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri, penegakan yang dilakukan terkait 
peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok tersebut yaitu dengan pesan atau 
himbauan di poster untuk tidak merokok pada kawasan tanpa rokok. 
2. Apa saja problematika penegakan Peraturan Daerah Kota 
Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di 
Kota Padangsidimpuan Dari Dinas Lingkungan Hidup Kota 
Padangsidimpuan Sendiri? 
Dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri Problem dalam penegakan yang dialami 
terkait peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok tersebut yaitu kurangnya 
kesadaran perokok terhadap peraturan daerah tersebut dan perlu lebih disadarkan. 
3. Apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi problematika Peraturan 
Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan 
 
  
Tanpa Rokok Di Kota Padangsidimpuan Dari Dinas Lingkungan Hidup 
Kota Padangsidimpuan Sendiri? 
Dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri upaya yang dilakukan untuk mengatasi 
problem dalam penegakan terkait peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok 
tersebut yaitu dengan menegur dan memberi motivasi dalam diri perokok untuk 
berhenti atau tidak mencoba merokok khususnya pada kawasan tanpa rokok. 
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